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BAGIAN I 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pelabuhan Tarahan merupakan dermaga terbesar yang dimiliki PT. Bukit 

Asam (Persero) Tbk. Beroperasi sejak tahun 1986 sebagai Terminal untuk 

kepentingan sendiri (TUKS), yang pada awalnya disiapkan untuk 

pengapalan batubara hasil produksi tambang di Tanjung Enim Provinsi 

Sumatera Selatan dengan tujuan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) 

di Suralaya Provinsi Banten. 

Sejak tahun 2015, PT. Bukit Asam telah meningkatkan kapasitas angkutan 

terminal batubara di Pelabuhan Tarahan menjadi 25 juta ton per tahun dan 

kapasitas sandar kapal naik hingga 210 ribu DWT (tonase bobot mati), 

dan akan terus meningkat hingga 240 ribu DWT. Sebelumnya, Pelabuhan 

Tarahan telah memiliki sebuah dermaga dengan kapasitas 80 ribu DWT 

dan sebuah dok kapal tongkang dengan kapasitas 10 ribu DWT. Dengan 

demikian, PT Bukit Asam kini mengoperasikan tiga dermaga di Pelabuhan 

Tarahan. Selain peningkatan kapasitas pelabuhan, juga dilakukan 

penambahan fasilitas alat muat ke kapal mencapai 6.000 ton per jam, 

sehingga kapal berukuran 210.000 DWT dapat terisi penuh selama kurang 

dari tiga hari.  

Pelabuhan juga memiliki fasilitas pembongkaran batubara dari gerbong 

kereta api (RCD) sebanyak dua unit dengan kapasitas bongkar dua 

gerbong sehingga mempercepat proses pembongkaran. Dengan 

beroperasinya dua RCD itu maka pelabuhan itu dapat melayani 

pembongkaran batubara untuk empat rangkaian kereta api pengangkut 

sekaligus. Batubara dari lokasi tambang Tanjung Enim, diangkut ke 

Pelabuhan Tarahan dengan kereta api sepanjang 60 gerbang untuk setiap 

rangkaian dan masing-masing gerbong memuat 50 ton batubara. 

Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan PT. Bukit Asam dapat 

melakukan efisensi dan mampu bersaing dengan produsen batubara 

internasional. Karena permintaan dan suplai energy terus bertumbuh, 



konsumsi domestik batubara diprediksi terus bertumbuh dari 71 juta ton di 

2015 menjadi 167 juta ton di 2024.  

Total sumber daya batu bara PT. Bukit Asam saat ini adalah sebesar 8,27 

miliar ton. Dengan total cadangan yang dapat ditambang yakni sebesar 

3,33 miliar ton. Dari jumlah tersebut, apabila ditambang dengan kapasitas 

terpasang saat ini sebesar 30 juta ton per tahun. Maka diperkirakan 

produksi batu bara PT. Bukit Asam akan bertahan lebih dari 100 tahun 

dari sekarang. 

Selama enam bulan ke depan, yakni priode Oktober 2017 sampai Maret 

2018, PT. Bukit Asam tidak melakukan aktifitas eksplorasi, khususnya 

untuk penambahan sumber daya di luar area yang telah memperoleh izin 

eksplorasi. PT. Bukit Asam bermaksud meningkatkan produksi batu bara 

melalui akuisisi. Ada beberapa tambang yang sedang dalam tahap due 

diligence. Meski demikian, belum ketahuan perusahaan mana yang akan 

diakuisi. Akan tetapi, menurut PT. Bukit Asam, dengan adanya 

penghentian eksplorasi perusahaan dapat melakukan efisensi yang 

optimal, karena cost dapat diminimalisir. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Panja Minerba Komisi VII DPR 

RI perlu melakukan kunjungan ke Terminal Batubara Tarahan PT. Bukit 

Asam (Persero) untuk memperoleh informasi secara detil dan menyeluruh 

terkait dengan kegiatan dan produksi dilakukannnya sehingga mampu 

meningkatkan efisiensi dan mampu bersaing dengan produsen-produsen 

batubara internasional. 

 

A. DASAR HUKUM 

Dasar Hukum  pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 



3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja 

Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018. 

 

B.  MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA  

Maksud diadakannya kunjungan  Panja Minerba Komisi VII DPR RI ke 

Terminal Batubara Tarahan PT. Bukit Asam (Persero) Provinsi Lampung 

adalah: 

a. Memperoleh informasi secara detail dan menyeluruh terkait dengan 

perkembangan kegiatan produksi dan kapasitas yang dimiliki oleh 

Terminal Batubara Tarahan PT. Bukit Asam (Persero) dan menjamin 

ketersediaan pasokan batubara untuk PLTU, terutama di PLTU 

Suralaya Provinsi Banten. 

b. Memperoleh informasi secara detail dan menyeluruh terkait dengan 

penghentian eksplorasi priode Oktober 2017 sampai Maret 2018 

dalam rangka meningkatkan efisiensi perusahaan. 

c. Memperoleh informasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Terminal 

Batubara Tarahan PT. Bukit Asam (Persero). 

 

C. WAKTU,  LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN 

Kegiatan kunjungan  Panja Minerba Komisi VII DPR RI ke Provinsi  

Lampung direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17 

Oktober 2017. Sedangkan agenda kegiatannya adalah melakukan 

pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke 

lokasi, dengan agenda sebagai berikut: 

1. Peninjauan lapangan Terminal Batubara Tarahan PT. Bukit Asam 

(Persero); 

2. Kunjungan dan Pertemuan dengan Dirjen Minerba Kementerian 

ESDM RI, Dirjen Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan 

dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Bupati Bandar Lampung dan jajarannya serta Dinas Pertambangan 

Daerah Lampung. 

 



D. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN 

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja  Panja Minerba Komisi VII DPR RI 

ke Terminal Batubara Tarahan PT. Bukit Asam (Persero) Provinsi 

Lampung adalah terkumpulnya berbagai informasi dan pandangan terkait 

dengan peningkatan kinerja dan efisiensi serta kendala-kendala yang 

dihadapi dalam operasional PT. Bukit Asam (Persero). 

Hasil kegiatan kunjungan  Panja Minerba Komisi VII DPR RI  diharapkan 

bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi 

VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi 

legislasi, pengawasan dan anggaran.  

 

E. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Persiapan (menghimpun data  dan informasi awal sebagai informasi 

sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi 

kegiatan) 

2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi 

dan melihat langsung objek kunjungan. 

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan 

beserta rekomendasinya. 

4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada 

rapat-rapat Komisi VII DPR RI. 

 

F. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN 

Kunjungan kerja  Panja Minerba Komisi VII DPR RI diikuti oleh Anggota 

Panja Minerba Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-

tiap  fraksi, sebagaimana terlampir.  

  



BAGIAN II 

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN  

 

 

Pelaksanaan Kunjungan Panja Minerba Komisi VII DPR RI pada 

tanggal 15-17 Oktober 2017 bertempat di Terminal Batubara PT Bukit Asam 

(Persero) Provinsi Lampung. Sebelum melakukan peninjauan, Tim Panja 

Minerba Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan Direksi PT Bukit 

Asam beserta jajarannya. Pada pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari 

Direktur Pembinaan Minerba Kementerian ESDM RI dan dari pihak PT Bukit 

Asam dihadiri oleh Direktur Operasi Produksi PT Bukit Asam, Suryo Eko 

Hadianto serta didampingi beberapa unsur pejabat teknis. Setelah 

pertemuan, tim Panja Minerba Komisi VII DPR RI berkesempatan melakukan 

peninjauan ke area Terminal Batubara dan unit pusat kendali terminal serta 

beberapa stockpile milik PT Bukit Asam.  

Adapun beberapa informasi penting yang di peroleh dari serangkaian 

kegiatan yang merupakan hasil Kunjungan Panja Minerba Komisi VII DPR RI 

ke PT Bukit Asam di Provinsi Lampung diantaranya adalah: 

1. PT Bukit Asam memiliki sejarah panjang usaha pertambangan batubara 

sejak jaman Kolonial Belanda, pada tahun 1876 tambang terbuka yang 

pertama di Airlaya, Tanjung Enim, Sumatera Selatan mulai beroperasi. 

Dan pada tahun 2002, PTBA terdaftar sebagai perusahaan publik di 

Bursa Efek Jakarta dengan 35% saham dimiliki publik dan 65 milik 

negara. Dan sejak tahun 2013, PT Bukit Asam memiliki visi; Menjadi 

Perusahaan Energi Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan. 

2. PT Bukit Asam telah melakukan diversifikasi usaha ke sektor bisnis lain, 

dengan memiliki 11 anak perusahaan dan 7 perusahaan afiliasi, 

diantaanya adalah;  PT Bukit Asam PT Batubara Bukit Kendi, PT Bukit 

Asam Banko, PT Batubara Bukit Kendi dan PT Internasional Prima Coal, 

bergerak pada bidang penambangan batubara; PT Bukit Asam Prima 

bergerak pada bidang perdagangan batubara; PT Bukit Asam 

Transpacific Railways bergerak pada bidang angkutan batubara, PT 



Bukit Pembangkit Innovative dan PT Huadian Bukit Asam Power 

bergerak pada bidang Pembangkit listrik tenaga uap; PT Bukit Asam 

Methana Enim bergerak pada bidang Penambangan gas metana. 

3. Total wilayah Ijin Usaha Penambangan (IUP) PT Bukit Asam seluas 

93.977 Ha, dengan rincian: Tambang Tanjung Enim 66.414 Ha; Tambang 

Ombilin 2.950 Ha; Tambang Peranap 18.230 Ha; Tambang IPC 3.238 

Ha; Tambang Tabalong 3.145 Ha. Adapun terminal atau pelabuhan 

batubara yang dimiliki PT Bukit Asam adalah Pelabuhan Tarahan, 

kapasitas 25 juta ton/tahun (mampu disandari kapal 210.000 DWT), 

Dermaga Kertapati, kapasitas 2,5 juta ton/tahun (mampu disandari 

tonsgkang 8.000 DWT), Pelabuhan Teluk Bayur, kapasitas 2,5 juta 

ton/tahun (mampu disandari kapal 40.000 DWT). Sementara total 

sumber daya batubara yang ada sebesar 8.27 miliar ton dan total 

cadangan produksi sebesar 3,33 miliar ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Operasi PT Bukit Asam 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadangan Batubara PT Bukit Asam Status Januari 2017 

 

4. Total produksi PT Bukit Asam tahun 2016 sebesar 19.62 ton dan target 

tahun 2017 sebesar 23.86 ton, sementara total penjualannya tahun 2016 

sebesar 20.76 ton dan target tahun 2017 sebesar 24.18 ton dengan 

rincian pasar ekspor sebesar 10.06 ton dan domestik sebesar 14.12 ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produksi dan Penjualan PT Bukit Asam 

 



REALISASI PENJUALAN BATUBARA KE PLN GROUP (dalam Ton)

2013 2014 2015 2016 2017*) 2017E 2018R
Kontrak 1.000.000        1.000.000        1.000.000        1.000.000        666.667           1.000.000        540.000           

Realisasi 807.594           582.655           742.079           432.558           241.521           337.330           549.277           

Kontrak 700.000           700.000           700.000           700.000           466.667           700.000           690.000           

Realisasi 590.006           582.655           616.869           540.045           346.784           489.714           701.854           

Kontrak 2.500.000        3.000.000        3.500.000        4.000.000        4.400.000        6.600.000        6.000.000        

Realisasi 2.728.068        3.647.627        4.116.758        6.615.585        6.261.812        7.762.848        6.103.080        

Kontrak 5.000.000        4.400.000        3.600.000        3.500.000        2.333.333        3.500.000        3.600.000        

Realisasi 3.288.447        3.347.393        3.020.857        3.462.374        2.192.870        3.412.871        3.661.848        

Kontrak 9.200.000        9.100.000        8.800.000        9.200.000        7.866.667        11.800.000     10.830.000     

Realisasi 7.414.115        8.160.331        8.496.564        11.050.562     9.042.987        12.002.763     11.016.059     
TOTAL

PLTU

Bukit Asam

Tarahan

PLTU Tersebar

Suralaya

5. Infrastruktur distribusi PT Bukit Asam dari Tambag Tanjung Enim ke 

Pelabuhan Tarahan menggunakan Kereta Api dengan biaya 104 ribu per 

ton. 

6. Penjulan PT Bukit Asam untuk pasar domestik 60% didistribusikan 

kepada PT PLN dengan sistem kontrak jangka panjang. Adapun 

distribusi pasokan batubara Ke PLN Group tahun 2016 sebesar 11.05 

ton dan target tahun 2017 sebesar 12 ton. 

 

 

 

 

 

 

7. Penerimaan negara atas pajak PT Bukit Asam tahun 2016 sebesar 1.8 

triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar 1.1 triliun. Jumlah tersebut 

mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2015 karena terjadi 

pelemahan harga batubara dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Ada 2 kendala yang dihadapi PT Bukit Asam; Pertama, kendala 

peningkatan produksi dan penjualan batubara eksisting, yaitu 

keterbatasan kapasitas angkutan Kereta Api dari Tanjung Enim ke 

Pelabuhan Tarahan yang belum mencapai 25 juta ton per tahun, 

semntara PT Bukit Asam telah meningkatkan kapasitas kemampuan 

Pelabuhan Batubara di Lampung hingga mencapai 25 juta ton per tahun; 

Kedua, kendala pengembangan tambang baru dan infrastruktur baru, 

yakni, cadangan batubara untuk pengembangan Tambang baru 

mempunyai kalori rendah (dibawah 4200 GAR), dan kendala berikutnya 

tertundanya pembangunan PLTU Mulut Tambang yang semula 

direncanakan tahun 2019 menjadi tahun 2023 dikarenakan belum 

siapnya jaringan transmisi listrik dan regulasi penentuan harga batubara 

mulut tambang  belum terimplementasi. Jadi secara umum belum ada 

jaringan prasarana angkutan baru karena investasi baru belum layak. 

9. Untuk menekan efisiensi, skema penjulan batuabara PT Bukit Asam ke 

PT PLN harus ada perubahan fundamental dari skema FOB (free on 

board) ke skema CIF (cost insurance freight), yaitu batubara diantar 

langsung ke PT PLN dari produsen yang berada di wilayah terdekat 

dengan PLTU atau zona tujuan pengiriman dan ongkos angkutnya 

langsung ditentukan oleh produsen atau PT Bukit Asam. Sistem zonasi 

ini dapat menekan biaya pengiriman, karena memperpendek jalur 

distribusi, sehingga PT PLN dapat melakukan efisiensi. 

10. Tim Kunjungan Panja Minerba mendesak PT Bukit Asam, PT PLN, dan 

PT KAI dengan koordinasi Kementerian ESDM mencari langka-langkah 

untuk melakukan optimalisasi efisiensi biaya produksi dan distribusi 

batubara PT Bukit Asam yang didistribusikan ke PT PLN. 

11. Untuk meningkatkan sistem pengawasan, Tim Kunjungan Panja Minerba 

meminta Kementerian ESDM yang diwakili Direktur Pembinaan Minerba 

untuk membuat sistem informasi produksi dan penjualan batubara 

nasional secara online dan realtime dengan pilot project PT Bukit Asam. 

12. Menurut Direktur Pembinaan Minerba, saat ini Kementerian ESDM 

sedang membangun sistem informasi yang dimaksud diatas, dan saat ini 



sudah ada 11 perusahan batubara yang telah memasukan data 

pelaporan produksi dan penjualan dalam sistem tersebut yang nanti 

dapat diakses secara online dan realtime. Targetnya, pada akhir Oktober 

2017, 100 perusahan PKP2B sudah masuk dalam sistem tersebut. Dan 

bagi perusahaan yang tidak patuh masuk dalam sistem, maka  Rencana 

Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tersebut akan dievaluasi 

atau dikurangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kunjungan Panja Minerba Komisi VII DPR RI ke PT. Bukit Asam (Persero) 

Provinsi Lampung diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Tim Kunjungan Panja Minerba Komisi VII DPR RI memberi dukungan 

penuh kepada Direksi PT. Bukit Asam untuk dapat lebih maju lagi 

dengan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli 

lingkungan, dan bisa meningkatkan pendapatan negara. 

2. Tim Kunjungan Panja Minerba Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen 

Minerba Kementerian ESDM untuk membangun sistem informasi 

terkait produksi batubara PT Bukit Asam dan seluruh perusahaan 

pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 

(PKP2B) yang dapat diakses secara online dan realtime. 

3. Tim Kunjungan Panja Minerba Komisi VII DPR mendapati 

permasalahan inefisiensi dan kendala optimalisasi produksi dan 

distribusi PT Bukit Asam, terutama terkait keterbatasan kapasitas 

angkutan Kereta Api dari PT KAI dan permasalahan skema penjualan 

batubara FOB (free on board). Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu 

mengadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat 

dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT Bukit Asam, PT PLN, 

dan menghadirkan PT KAI untuk membahas langkah-langkah 

optimalisasi efisiensi biaya produksi dan distribusi batubara. 

 

PENUTUP 

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Panja Minerba Komisi VII DPR RI  ke 

PT. Bukit Asam (Persero) Provinsi Lampung sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

http://www.transformasi.net/articles/read/144/perjanjian-karya-pengusahaan-pertambangan-batubara.html
http://www.transformasi.net/articles/read/144/perjanjian-karya-pengusahaan-pertambangan-batubara.html


Jakarta, 17 Oktober 2017 

Pimpinan Tim Kunjungan 

Panja Minerba Komisi VII DPR RI 

 

 

Syaikhul Islam Ali, Lc., M. Sosio. 

 


